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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 dan 

Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi 

Khusus; 

 

Mengingat :    1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang 

Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5066); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG 

PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya 

disingkat KEK adalah kawasan dengan batas 

tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang ditetapkan untuk 

menyelenggarakan fungsi perekonomian dan 

memperoleh fasilitas tertentu. 

2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di 

tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK. 

3. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di 

tingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi 

untuk membantu Dewan Nasional dalam 

penyelenggaraan KEK. 

4. Administrator KEK adalah unit kerja yang 

bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, 

perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di 

KEK. 

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan negara Republik Indonesia yang 

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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7. Badan Usaha adalah badan usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan usaha KEK. 

8. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang 

menjalankan kegiatan usaha di KEK. 

9. Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta 

rantai produksinya yang menjadi fokus kegiatan 

KEK dan ditetapkan oleh Dewan Nasional. 

10. Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar 

Kegiatan Utama di KEK. 

11. Barang adalah setiap benda, baik berwujud 

maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun 

tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun 

tidak dapat dihabiskan, dan dapat 

diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

12. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai 

pajak berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah. 

13. Barang Kena Pajak Berwujud adalah barang yang 

dikenai pajak yang menurut sifatnya berupa 

barang bergerak atau tidak bergerak. 

14. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah barang 

tidak berwujud seperti namun tidak terbatas pada 

hak cipta, paten, desain, formula atau proses, 

merek dagang, atau bentuk hak atas kekayaan 

intelektual sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan. 

15. Barang Konsumsi adalah barang/bahan baku 

habis pakai yang digunakan oleh Badan Usaha 

dan/atau Pelaku Usaha jasa untuk kegiatan yang 

menghasilkan jasa di KEK. 

16. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang 

berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan 

hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, 

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, 

termasuk jasa yang dilakukan untuk 
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menghasilkan barang karena pesanan atau 

permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari 

pemesan. 

17. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah. 

18. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Republik 

Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, 

dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat 

tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas 

Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-

Undang tentang Kepabeanan. 

19. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-

batas tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, 

atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas 

barang yang sepenuhnya berada di bawah 

pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

20. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan 

Undang-Undang tentang Kepabeanan yang 

dikenakan terhadap barang yang diimpor. 

21. Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva 

tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan 

untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman 

modal baru maupun perluasan dari usaha yang 

telah ada. 

22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 

23. Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22. 

24. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang 

selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah 
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Pabean selain Kawasan Bebas, Tempat 

Penimbunan Berikat, dan Kawasan Ekonomi 

Khusus. 

25. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan 

kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan 

kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang 

telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah. 

26. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 

kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha 

untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau 

kegiatannya. 

27. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

atau Online Single Submission yang selanjutnya 

disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas 

nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui 

sistem elektronik yang terintegrasi. 

28. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat 

NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan 

kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Badan 

Usaha dan/atau Pelaku Usaha dalam pelaksanaan 

kegiatan usahanya. 

29. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-

Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

30. Orang Asing adalah orang yang bukan warga 

negara Indonesia. 

31. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat 

pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos 

lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat 

masuk dan keluar wilayah Indonesia. 
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